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ABSTRAK 
Penyelesaian suatu perkara perdata di peradilan, tidak senantiasa harus 
berakhir di tingkat kasasi, namun faktanya menunjukkan bahwa dalam 
penyelesaian perkara perdata berkenaan penguasaan tanah lahan pertanian 
fakultas pertanian Universitas Tadulako selaku penggugat yang berlawanan 
dengan beberapa puluh orang anggota masyarakat palolo sebagai tergugat-
tergugat masih dalam tingkat pemeriksaan karena adanya upaya hukum luar 
biasa berupa PK (peninjauan kembali) terhadap putusan termasuk di atas. Di 
dalam perjalanan perkara dimaksud yang melibatkan 69 (enam puluh 
sembilan) orang sebagai tergugat, oleh Pengadilan Negeri Donggala yang 
memeriksa dan mengadili yang kemudian memutuskan A quo dengan 
mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dan menolak untuk selebihnya, 
dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah oleh tergugat-
tergugat. Pembanding / dahulu tergugat dalam tingkat banding tersebut 
dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dalam pengertian 
bahwa permohonan banding dari pembanding dikabulkan dengan 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala dalam A quo dan 
menyatakan gugatan dari penggugat ditolak.  
Menimbulkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Agung RI No.724 K/PDT/2009 dikaitkan dengan risalah kasasi 
pemohonBagaimana amar putusan Mahakam Agung dalam A Quo telah 
dijatuhkan berdasar pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. 
 
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penguasaan 
Tanah Tanpa Hak 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penyelesaian suatu perkara perdata di 
peradilan, tidak senantiasa harus berakhir di 
tingkat kasasi, namun faktanya menunjukkan 
bahwa dalam penyelesaian perkara perdata 
berkenaan penguasaan tanah lahan pertanian 
fakultas pertanian Universitas Tadulako selaku 
penggugat yang berlawanan dengan beberapa 
puluh orang anggota masyarakat palolo 
sebagai tergugat-tergugat masih dalam tingkat 
pemeriksaan karena adanya upaya hukum luar 
biasa berupa PK (peninjauan kembali) 
terhadap putusan termasuk di atas. 
 Di dalam perjalanan perkara dimaksud 
yang melibatkan 69 (enam puluh sembilan) 
orang sebagai tergugat, oleh Pengadilan 
Negeri Donggala yang memeriksa dan 
mengadili yang kemudian memutuskan A quo 
dengan mengabulkan gugatan penggugat 
sebahagian dan menolak untuk selebihnya, 
dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah oleh tergugat-tergugat. 
Mengingat hakim diserahi kewenangan 
oleh undang-undang untuk memeriksa dan 
memutuskan suatu perkara yang diajukan 
kepadanya, maka diharapkan setiap putusan 
yang dijatuhkan dalam suatu perkara benar-
benar mencerminnkan perasaan keadilan 
masyarakat, sehingga para pihak merasa puas 
atas putusan hakim tersebut. Untuk dapat 
memuaskan pihak lain dengan putusannya 
atau agar putusannya dapat diterima oleh 
pihak lain, maka ia harus meyakinkan pihak 
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lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-
pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan 
benar
1
. 
 Namun jika dalam Putusan hakim 
menganggap suatu keadaan terbukti 
berdasarkan atas keterangan seorang saksi 
dengan tidak disertai alat-alat bukti lainnya, 
dalam hal ini Mahkamah Agung dapat dan 
harus membatalkan putusan hakim itu, akan 
tetapi kalau misalnya putusan hakim 
menganggap suatu keadaan tersebut terbukti 
berdasarkan atas keterangan dua orang saksi, 
maka Mahkamah Agung tidak dapat 
menyinggung putusan itu, meskipun 
Mahkamah Agung menganggap kedua saksi 
itu tidak dapat dipercaya 
2
. 
 Kemudian Pembanding / dahulu 
tergugat dalam tingkat banding tersebut 
dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah, dalam pengertian bahwa 
permohonan banding dari pembanding 
dikabulkan dengan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Donggala dalam A quo dan 
menyatakan gugatan dari penggugat ditolak.  
 Penolakan gugatan penggugat oleh 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, 
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang 
teregister dalam perkara No 724 K / PDT / 
2009 oleh Penggugat/ Terbanding / Pemohon 
kasasi in casu Universitas Tadulako, dengan 
amar putusan mengabulkan permohonan 
kasasi pemohon dengan membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Donggala dalam A quo.  
 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah 
No.12/PDT/2008/PT.PALU, Penggugat dalam 
Kasasi memberikan penjelasan (memori) 
berdasar Perundang-undangan, yurisprudensi 
dan doktrin. Amar / diktum putusan demikian 
diatas telah di dasarkan pada ketentuan hukum 
yang berlaku, baik pada pangkal yang menjadi 
pertimbangan amar tersebut maupun susunan 
                                                          
1
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm 163. 
2
Wirjono Prodjodikoro, Hukum acara perdata 
indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Hlm 2 
dari pada diktum putusan mahkamah agung 
dalam A quo
3
. 
Sejalan putusan di atas, selanjutnya 
dalam pasal 184-195 R.Bg. di tentukan, setiap 
putusan hakim harus memnbuat ringkasan 
yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta 
alasan putusan itu, putusan tentang pokok 
perkara dan banyaknya ongkos perkara
4
. 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah yang di angkat dalam 
penelitian ini ialah :  
1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Agung RI No.724 K/PDT/2009 
dikaitkan dengan risalah kasasi pemohon? 
2. Bagaimana amar putusan Mahakam Agung 
dalam A Quo telah dijatuhkan berdasar 
pada pertimbangan hukum yang tepat dan 
benar? 
 
II.PEMBAHASAN 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan 
Kaitanya Dengan Risala Kasasi 
Pemohon 
Sebelum di analisis pertimbangan 
hukum putusan mahkama Agung dalam A quo 
relevansinya dengan Risala kasasi yang di 
ajukan oleh universitas Tadulako selaku 
pemohon kasasi, penulis terlebih dahulu 
mengetengahkan uraian pokok perkara yang 
terurai dalam putusan mahkama agung di 
maksud seperti berikut: 
Memeriksa perkara perdata dalam 
tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 
berikut dalam perkara : 
UNIVERSITAS TADULAKO, beralamat 
di Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, 
Sulawesi Tengah, diwakili oleh Prof. Dr. 
H. Abdul Wahid Syafar, M.S., pekerjaan 
Dosen/Pembantu Rektor II Universitas 
Tadulako, beralamat di Kampus Bumi 
Tadulako Tondo Palu, yang bertindak 
untuk dan atas nama serta mewakili 
                                                          
3
M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 
(tentang Gugatan, Peridangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
Hlm. 807 
4
Abdul Kadir Muhamad, Hukum Acara Perdata 
Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 186 
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kepentingan hukum Universitas Tadulako, 
selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya : 1. Supriadi, SH. M.Hum., 
dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 
Tadulako, alamat Kampus Bumi Tadulako 
Tondo Palu, 2. Abd. Rahman Hafid, SH. 
MH., dosen tetap Fakultas Hukum 
Universitas Tadulako, alamat Kampus 
Bumi Tadulako Tondo Palu, 3. Sahrul, SH. 
MH., dosen tetap Fakultas Hukum 
Universitas Tadulako, alamat Kampus 
Bumi Tadulako Tondo Palu, 4. Arase 
Ngaji, SR., para Advokat/Pengacara 
berkantor di jalan R. E. Martadinata No. 
118 Tondo Palu, berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus tertanggal 27 Agustus 2008 ; 
Pemohon Kasasi dahulu 
Penggugat/Terbanding ; 
M e l a w a n : 
Para Termohon Kasasi dahulu Para 
Tergugat/Para Pembanding ; 
D a n : 
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para 
Tergugat/para Turut Terbanding ; 
Mahkamah Agung tersebut ; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 
Menimbang, bahwa dari surat-surat 
tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon 
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah 
menggugat sekarang para Termohon Kasasi 
dahulu sebagai para Tergugat di muka 
persidangan Pengadilan Negeri Donggala 
pada pokoknya atas dalil-dalil : 
Bahwa Penggugat mengajukan 
gugatan mengenai penguasaan secara 
melanggar hak atas lokasi lahan 
pengembangan dan penelitian Fakultas 
Pertanian UNTAD seluas ± 100 Ha (hektar) 
yang terletak di Desa Berdikari, Kecamatan 
Sigi biromaru, sekarang Desa Sejahtera, 
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi 
Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Selanjutnya disebut Obyektum Litis, 
terhadap para Tergugat yang memasuki 
dan/atau menyuruh memasuki-menguasai 
serta mengolah bahagian masing-masing 
areal lahan obyektum litis ; 
Adapun dasar persoalan hukumnya 
seperti terurai di bawah ini : 
- Bahwa Penggugat memiliki hak 
pengolahan atas obyektum litis berdasar 
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Donggala Nomor 36 Tahun 
1995 tentang Persetujuan Penetapan 
Lokasi Pembangunan Lahan 
Pengembangan dan Penelitian Fakultas 
Pertanian Universitas Tadulako ; 
- Bahwa dalam proses penerbitan SK 
Bupati Donggala dimaksud, Penggugat 
diberi kesempatan untuk melakukan 
koordinasi dengan instansi teknis terkait, 
seperti Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka 
kegiatan pemetaan (gambar peta) lokasi 
yang dimohon Penggugat ; 
- Bahwa disamping melakukan 
koordinasi, Penggugat juga diberikan 
ruang gerak untuk melakukan kegiatan 
pendahuluan, berupa 
pemarasan/pembersihan dan pengolahan 
atas areal obyektum litis, yang 
dimulakan sekitar tahun 1988 (secara de 
facto) ; 
- Bahwa antara tahun 1988 sampai dengan 
awal 1991, kegiatan pendahuluan telah 
dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan 
menanam beberapa jenis tanaman 
unggulan untuk proyek percontohan dan 
bagi kegiatan praktikum mahasiswa 
Pertanian UNTAD, seperti penanaman 
bibit tanaman coklat, rambutan, kopi dan 
jenis tanaman lainnya. Dari kegiatan 
tersebut, tidak ada pihak yang merasa 
keberatan terhadap aktifitas tersebut di 
atas areal obyektum litis. Namun tahun 
1991 para Tergugat secara estafet 
memasuki dan menguasai serta merusak 
tanaman Penggugat secara de facto 
masing-masing dari bahagian obyektum 
litis hingga diajukan gugatan a quo ; 
- Bahwa perbuatan para Tergugat 
memasuki + menguasai + menyuruh 
dan/atau mengolah masing-masing dari 
bahagian obyektum litis serta merusak 
jenis tanaman yang dikelola oleh 
Penggugat tanpa didasari dengan alas 
hak yang sah secara hukum dan tidak 
adanya persetujuan dari Rektor 
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Universitas Tadulako, telah 
mengacaukan perencanaan 
pengembangan areal obyektum litis 
untuk kepentingan masyarakat (sebagai 
pilot proyek/kebun percontohan) dan 
kepentingan mahasiswa (sebagai tempat 
praktikum lapangan) ; 
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat, 
negara (in casu Universitas Tadulako) 
telah dirugikan akibat tersumbatnya 
pengembangan penelitian di bidang 
pertanian bagi kepentingan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat ; 
- Bahwa berdasar pada segala hal yang 
telah dikemukakan, maka dimohon 
Majelis Hakim yang memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara a quo 
berkenan memutus sebagai hukum, 
yaitu: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk keseluruhan ; 
2. Menyatakan bahwa Penggugat 
sebagai pemilik (pengelola) yang sah 
atas obyektum litis ; 
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 
perbuatan para Tergugat memasuki-
menguasai-menyuruh dan/atau 
mengolah masing-masing bahagian 
areal obyektum litis adalah 
melanggar hak dan tidak sah secara 
hukum ; 
4. Menghukum kepada para Tergugat 
atau siapa saja yang menguasai dan 
mendapat hak daripadanya untuk 
segera meninggalkan penguasaan dan 
menghentikan pengolahan yang 
dilakukan secara melanggar hak serta 
mengosongkan tanaman di atas 
obyektum litis ; 
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan 
dapat dijalankan lebih dahulu 
(uitvoerbaar bij vorraad), meskipun 
ada perlawanan atau para Tergugat 
melakukan upaya hukum banding dan 
kasasi, demi alasan kepentingan 
umum ; 
6. Menghukum para Tergugat 1 sampai 
Tergugat 69 membayar uang paksa 
(dwangsom) masing-masing sebesar 
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) kepada Penggugat untuk 
setiap hari lalai melaksanakan 
putusan Pengadilan Negeri Donggala; 
7. Menghukum para Tergugat 1 sampai 
dengan Tergugat 69 untuk membayar 
segala biaya yang timbul dalam 
penyelesaian perkara ini ; 
Atau :  
Dalam hal Majelis Hakim memiliki 
legal opinion yang berbeda, dimohon 
putusan yang adil lagi bijak;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan 
tersebut, para Tergugat mengajukan 
eksepsi. 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan 
tersebut, para Tergugat telah pula 
mengajukan eksepsi dan gugatan 
rekonvensi . 
Bahwa berdasar pada realita hukum 
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat 
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam 
perkara a quo jelas merupakan upaya 
sangat mengada-ada yang secara hukum 
dapat diduga dan dikualifisir sebagai upaya 
untuk mengurangi penggunaan anggaran 
proyek lahan dimaksud yang telah 
dianggarkan oleh pemerintah namun upaya 
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 
tersebut justru akan merugikan banyak 
masyarakat yaitu 48 orang Pegawai Kantor 
Bendahara Negara Palu beserta 
keturunannya/generasinya, oleh karena itu 
demi keadilan mohon kepada Majelis 
Hakim Yang Muli yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini berkenan 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
Dalam Rekonvensi : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat 
Rekonvensi untuk seluruhnya ; 
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan 
Penggugat Konvensi/Tergugat 
Rekonvensi memaras dan membersihkan 
dan menanam di lokasi sengketa a quo 
sejak tahun 1988 yang yuridis 
merupakan hak milik Tergugat 
Kovensi/Penggugat Rekonvensi sejak 
tahun 1974, benar-benar telah 
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mengganggu keleluasaan Tergugat 
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk 
mengolah obyek sengketa tersebut 
sehingga menimbulkan kerugian yang 
besar ; 
3. Menghukum Penggugat 
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 
membayar kerugian yang diderita 
Tergugat Konvensi/Penggugat 
Rekonvensi selama 19 tahun yaitu 
kepada Tergugat dalam perkara ini, 
sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar 
dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ; 
Bahwa terhadap gugatan tersebut 
Pengadilan Negeri Donggala telah 
menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 
07/Pdt.G/2006/PN.Dgl,. tanggal 11 Juni 
2007 yang amarnya sebagai berikut : 
I. Dalam Konvensi : 
A.  Dalam Eksepsi : 
- Menolak Eksepsi para Tergugat 
untuk seluruhnya ; 
B. Dalam Pokok Perkara : 
- Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk sebagian ; 
- Menyatakan bahwa Penggugat 
adalah sebagai pengelola yang sah 
atas obyek sengketa seluas ± 100 
Ha (hektar) yang terletak di Desa 
Berdikari, Kecamatan 
Sigibiromaru, sekarang Desa 
Sejahtera, Kecamatan Palolo, 
Kabupaten Donggala, Provinsi 
Sulawesi Tengah,  
- Menyatakan menurut hukum 
bahwa perbuatan Tergugat 1 
sampai denggan Tergugat 69 yang 
menguasai, mengolah masing-
masing bagian areal obyek 
sengketa adalah perbuatan 
melanggar hukum (onrechtmatige 
daad) ; 
- Menghukum Tergugat 1 sampai 
dengan Tergugat 69 yang 
menguasai obyek sengketa untuk 
segera meninggalkan penguasaan 
dan menghentikan pengolahan 
yang dilakukan secara melanggar 
hak serta mengosongkan tanaman 
di atas obyek sengketa ; 
- Menghukum Tergugat 1 sampai 
dengan Tergugat 69 yang 
menguasai dan mendapat hak 
daripadanya untuk menyerahkan 
obyek sengketa dengan tanpa 
syarat kepada Penggugat ; 
- Menghukum Tergugat untuk 
tunduk dan mematuhi serta 
melaksanakan isi putusan ini ; 
- Menolak gugatan Penggugat untuk 
selain dan selebihnya ; 
- Menghukum Tergugat 1 sampai 
dengan Tergugat 69 secara 
bersama-sama dan tanggung 
renteng unntuk membayar segala 
biaya yang timbul dalam 
penyelesaian perkara ini sebesar 
Rp. 11.809.000,- (sebelas juta 
delapan ratus sembilan ribu 
rupiah) ; 
II. Dalam Rekonvensi : 
- Menyatakan gugatan Penggugat 
Rekonvensi/Tergugat dalam 
Konvensi tidak dapat diterima (Niet 
Ontvankelijk Verklaard) ; 
- Menghukum Penggugat 
Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk 
membayar biaya perkara sebesar 
Nihil ; 
Menimbang, bahwa sesudah putusan 
terakhir ini diberitahukan kepada 
Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 
Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh 
Penggugat/Terbanding dengan perantaraan 
kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus 
tertanggal 27 Agustus 2008 diajukan 
permohonan kasasi secara tertulis pada 
tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana 
ternyata dari akta permohonan kasasi No. 
07/Pdt.G/2006/PN.DGL., yang dibuat oleh 
Panitera Pengadilan Negeri Donggala, 
permohonan tersebut diikuti oleh memori 
kasasi yang memuat alasan-alasan yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
tersebut pada tanggal 10 September 2008 ; 
Bahwa setelah itu oleh 
Tergugat/Pembanding I yang pada tanggal 
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24 September 2008 dan Tergugat 
/Pembanding II yang pada tanggal 22 
September 2008 telah diberi tahu tentang 
memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, 
akan tetapi tidak diajukan jawaban atas 
memori kasasi tersebut sebagaimana surat 
keterangan tidak mengajukan kontra 
memori kasasi tanggal 06 Oktober 2008 
dan tanggal 07 Oktober 2008 ; 
Menimbang, bahwa permohonan 
kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah 
diberitahukan kepada pihak lawan dengan 
seksama, diajukan dalam tenggang waktu 
dan dengan cara yang ditentukan dalam 
undang-undang, maka oleh karena itu 
permohonan kasasi tersebut formal dapat 
diterima ; 
Menimbang, bahwa alasan-alasan 
yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya 
tersebut pada pokoknya adalah sebagai 
berikut : 
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah No. 
12/PDT/2008/PT.PALU., Penggugat dalam 
kasasi memberikan penjelasan (memori) 
berdasar Perundang-undangan, 
Yurusprudensi dan Doktrin ; 
Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tengah No. 12/PDT/2008/PT.PALU., 
tanggal 30 Juni 2008 (vide Hal, 10-12) 
dalam pertimbangan-pertimbangannya 
menyatakan bahwa : 
- Sebelum keluarnya produk P2 dan P3 
adalah merupakan tanah yang sudah 
digarap dikelola dan dikuasai 
Pembanding I, II dan Turut Terbanding 
dengan berdasarkan keterangan saksi 
dibawah sumpah yaitu Suleman Dalame, 
Nursati, Nurlia ; 
- Keterangan Nursanti dan Nurlia tidaklah 
dibawah sumpah (Penggugat 
mengajukan keberatan apabila kedua 
saksi disumpah saat diajukan di depan 
persidangan Pengadilan Negeri 
Donggala) karena bertentangan dengan 
Pasal 1909 BW Indonesia- 145 
HIR:1/172:1 RBG sebagai seorang yang 
tidak dapat didengar sebagai saksi, sebab 
Nursanti dan Nurlia adalah anak 
kandung Tergugat 61 Nurdin Baso atau 
Ny. Hj. Sitti Rewamali. Dengan 
demikian keterangan Suleman Dalame 
di kualifisir sebagai Unnus Testis Nullus 
Testis, sebagaimana diatur dalam Pasal 
169 HIR/306 RBG ; 
Tegasnya ketiga saksi tidak 
memenuhi syarat formil ; 
- Pertimbangan yang menyatakan : 
Penguasaan, Pengelolaan atas tanah 
obyektum litis oleh Tergugat atau 
Pembanding I, II, dan Turut Terbanding 
diketahui Kepala Kampung/Desa 
setempat sehingga penguasaan atas 
obyektum litis bukan liar ; 
Hal dimaksud bertentangan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 1972 tentang Pelimpahan 
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; 
Bab I ketentuan umum – pasal : (1) bahwa 
wewenang pemberian hak atas tanah dan 
pembukaan tanah, dengan peraturan ini 
dilimpahkan kepada para 
Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah 
dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan 
dan fungsinya sebagai wakil pemerintah ; 
Kepala Kampung/Desa tidak 
memiliki wewenang pemberian hak atas 
tanah, bahkan sekarang dengan aturan baru 
Kepala Kecamatan tidak lagi berwenang 
memberikan hak atas tanah ; 
Hal ini juga relevan dengan Rezim 
Landreform dalam rangka penataan dan 
pengelolaan Tanah Negara agar tertib dan 
teratur serta terencana peruntukannya. Oleh 
karena itu eksistensi produk P.2 dan P.3 
merupakan tertib prosedur, tertib 
administrasi dan tertib hukum dalam 
rangka menjamin kepastian hukum ; 
Sehubungan dengan hal di atas, maka 
penerapan beban pembuktian atau 
pembagian beban pembuktian merupakan 
masalah hukum atau yuridis, oleh karena 
itu penerapannya dapat diperjuangkan 
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sampai ketingkat kasasi pada Mahkamah 
Agung
5
; 
- Disamping itu, kesalahan penerapan 
pembagian beban pembuktian di 
pertimbangkan dalam Putusan MA No. 
578 K/Pdt/1984 junto Putusan MA No. 
1855 K/Pdt/1984, bahwa Pengadilan 
Tinggi telah salah menerapkan hukum 
pembuktian atas alasan karena tidak 
secara sepatutnya meletakkan beban 
pembuktian kepada masing-masing 
pihak sesuai dengan dalil gugatan atau 
dalil bantahan ; 
- Dalil gugatan menyatakan obyektum 
litis berasal dari hak Pengelola 
Penggugat (sekarang 
Pemohon/Penggugat dalam kasasi) 
berdasar P2 + P3 dan di dukung oleh 5 
orang saksi dibawah sumpah yang 
berhubungan dengan saling menguatkan. 
Sebaliknya, para Tergugat mengajukan 
dalil bantahan bahwa tanah terperkara 
(sebahagian) mereka peroleh berdasar 
surat keterangan kepemilikan tanah yang 
dibuat Kepala Kampung dan diketahui 
Kepala Kecamatan-serta 3 orang saksi 
(vide Putusan Pengadilan Negeri 
Donggala No.07/Pdt.G/2006/PN.Dgl., 
halaman 17-29) ; 
- Bahwa dengan demikian dapat 
disimpulkan, putusan Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah No. 
12/PDT/2008/PT.PALU., tanggal 30 
Juni 2008 (vide hal. 10-12) bertentangan 
dengan Pasal 30 Undang-Undang RI 
No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung. 
Oleh karena itu Penggugat dalam 
kasasi, mohon kepada Mahkamah Agung 
RI di Jakarta untuk membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 
12/PDT/2008/PT.PALU., tanggal 30 Juni 
2008 dan menguatkan putusan Pengadilan 
Negeri Donggala Nomor: 
07/Pdt.G/2006/PN.Dgl., tanggal 29 Mei 
                                                          
5
Subekti, Hukum Pembuktian, Pradny Paramita, 
Jakarta, 1997, Hlm. 27 
2007 karena dalil gugatan Penggugat telah 
terbukti dan memenuhi syarat formil dan 
materiil hukum pembuktian sebagaimana 
kehendak dari perundang-undangan, 
yurisprudensi dan doktrin seperti telah 
disebutkan. Dan karenanya menghukum 
Tergugat dalam kasasi untuk membayar 
biaya perkara dalam semua tingkatan ; 
B. Analisis Amar Putusan Kaitanya Dengan 
Pertimbangan Hukum Putusan 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-
alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat: 
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas 
dapat dibenarkan, karena meneliti 
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi 
Palu dihubungkan dengan berkas perkara 
ternyata Pengadilan Tinggi telah salah 
dalam menerapkan hukum. 
Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan 
tersebut putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tengah di Palu tidaklah dapat dipertahankan 
dan harus dibatal dan Mahkamah Agung akan 
mengadili sendiri dengan amar sebagaimana 
yang akan disebutkan di bawah ini : 
Menimbang, bahwa berdasarkan 
pertimbangan di atas, menurut pendapat 
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan 
untuk mengabulkan permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi : Universitas Tadulako dan 
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah di Palu No. 
12/PDT/2008/PT.PALU., tanggal 30 Juni 
2008 yang membatalkan putusan Pengadilan 
Negeri Donggala Nomor. 
07/Pdt.G/2006/PN.Dgl., tanggal 11 Juni 2007 
serta Mahkamah Agung mengadili sendiri 
perkara ini dengan amar putusan sebagaimana 
yang akan disebutkan di bawah ini ; 
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta 
peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan ; 
M E N G A D L I : 
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Mengabulkan permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi/Penggugat : 
UNIVERSITAS TADULAKO tersebut ; 
Membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 
12/PDT/2008/PT.PALU., tanggal 30 Juni 
2008 yang membatalkan putusan Pengadilan 
Negeri Donggala Nomor. 
07/Pdt.G/2006/PN.Dgl., tanggal 11 Juni 2007 
tersebut ; 
DAN MENGADILI SENDIRI : 
Dalam Konvensi : 
Dalam Eksepsi : 
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk 
seluruhya ; 
Dalam Pokok Perkara : 
- Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk sebagian ; 
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah 
sebagai pengelola yang sah atas 
obyek sengketa seluas ± 100 Ha 
(hektar) yang terletak di Desa 
Berdikari, Kecamatan Sigibiromaru, 
sekarang Desa Sejahtera, Kecamatan 
Palolo, Kabupaten Donggala, 
Provinsi Sulawesi Tengah ; 
- Menyatakan menurut hukum bahwa 
perbuatan Tergugat 1 sampai dengan 
Tergugat 69 yang menguasai, 
mengolah masing-masing bagian 
areal obyek sengketa adalah 
perbuatan melanggar hukum 
(onrechtatige daad) ; 
- Menghukum bahwa perbuatan 
Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 
69 yang menguasai obyek sengketa 
untuk segera meninggalkan 
penguasaan dan menghentikan 
pengolahan yang dilakukan secara 
melanggar hak serta mengosongkan 
tanaman di atas obyek sengketa ; 
- Menghukum Tergugat 1 sampai 
dengan Tergugat 69 yang menguasai 
dan mendapat hak daripadanya 
uuntuk menyerahkan obyek sengketa 
dengan tanpa syarat kepada 
Penggugat ; 
- Menghukum Tergugat untuk tunduk 
dan mematuhi serta melaksanakan isi 
putusan ini ; 
- Menolak gugatan Penggugat untuk 
selain dan selebihnya ; 
 
 
 
Dalam Rekonvensi :  
- Menyatakan gugatan Penggugat 
Rekonvensi/Tergugat dalam 
Konvensi tidak dapat diterima (Niet 
Ontvankelijk Verklaard) ; 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bahwa penyelesaian perkara perdata dalam 
putusan A quo, berlatar belakang pada 
sengketa hak penguasaan atas tanah 
pertanian yang oleh universitas Tadulako 
sebagai penggugat/terbanding/pemohon 
kasasi di dasarkan atas Surat Keputusan 
Bupati Donggala, sementara oleh warga 
masyarakat selaku 
tergugat/pembanding/termohon kasasi di 
dalilkan sebagai Tanah adat. 
2. Bahwa permohonan kasasi di ajukan oleh 
Universitas Tadulako sebagai pemohon 
kasasi, karena pengadilan tinggi Sulawesi 
Tengah yang membatalkan Putusan 
pengadilan negeri Dongggala yang 
memenangkan Universitas Tadulako 
sebagai penggugat, di pandang sebagai 
putusan yang cacat hukum karena tidak di 
dasarkan atas pertimbangan hukum yang 
tepat. 
B. Saran 
1. Di Sarankan kepada pencari keadilan untuk 
melakukan upaya hukum biasa dan bahkan 
upaya hukum luar biasa terhadap suatu 
putusan yang di pandangnya sebagai 
putusan yang cacat hukum dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
2. Di sarankan pula kepada hakim yang 
memeriksa suatu perkara untuk tidak 
memriksa,mengadili dan memutuskan 
sesuatu sengketa yang bertentangan dengan 
fakta dan hukum. 
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